
BUPATIGARUT 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI GARUT 

NOMOR 116 TAIIUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG 
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN BESARAN DANA DESA 

PADA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2019 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Menimbang 

Mengingat 

BUPATI GARUT, 

: a. bahwa berdasarkan Pasal 1 2  ayat (1) Peraturan Pemerintah 
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah 
diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pemerintah Daerah 
telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 3 Tahun 2019 
tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Besaran 
Dana Desa pad a Set iap Desa Tahun Anggaran 2019; 

b. bahwa sehubungan ada perubahan beberapa materi sesuai Surat 
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Garut Nomor 
S-314/WPB.13/KP.1003/2019 tanggal 14 Agustus 2019 perihal 
Hasil Evaluasi Peraturan Bupati terkait Tata Cara Pembagian dan 
Penetapan Rincian Besaran Dana Desa peda Setiap Desa, maka 
Peraturan Bupati Garut sebagaimana dimaksud dalam huruf a 
perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 3 Tahun 2019 
tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Besaran 
Dana Desa pad a Setiap Desa Tahu n Anggaran 2019;  

1 .  Undang-Undang Nomor 1 4  Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat 
(Serita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun l 968 tentang Pembentukan 
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Su bang dengan Mengubah 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 
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2. Undang-Undang Nomor I 7 Tahun 2003 ten tang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Repulik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5879); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 233, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 1 1  Tahun 2019 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
ten tang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 41,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6321);  

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa 
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2 0 1 6  tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2 0 1 4  tentang 
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2 0 1 6  Nomor 57, Tambahan Lembzan Negara Republik 
Indonesia Nomor 5864); 

1 0 .  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ten tang Pembinaan 
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 
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tentang Rincian 
Anggaran 2019 
Tahun 20178 

Presiden Nomor 129 Tahu n 2018 
Pendapatan dan Belanja Tahun 

Negara Republik Indonesia 
Anggaran 

(Lembaran 
Nomor 225); 

1 1 .  Peraturan 

1 2 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 3  Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2 0 1 1  tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2 0 1 1  Nomor 310) ;  

Nomor 44 Tahun 2016 tentang 
Negara Republik Indonesia 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Kewenangan Desa (Serita 
Tahun 2016 Nomor 1037); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa (Serita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 6 1 1 ) ;  

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang 
Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota 
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971 ) ;  

16 .  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang 
Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 1838); 

17. Peraturan Menteri Dcsa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 
Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan 
Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 1448); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang 
Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran 
Daerah Kabupaten Garut Tahun 2 0 1 6  Nomor 6 ) ;  

19. Peraturan Daerah Kabupaten Oarut Nomor 9 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut 
(Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 5  Tahun 2018 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut 
Tahun 2018 Nomor 15); 

2 1 .  Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 
Nomor 5); 

22. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah 
Kabupaten Garut (Betita Daerah Kabupaten Garut 
Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Bupati Garut Nomor 49 Tahun 2018 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah 
Kabupaten Garut Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2018 
Nomor 49); 
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23. Peraturan Bupati Garut Nomor 67 Tahun 2018 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Garut 
Tahun 2018 Nomor 67) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 19 Tahun 2019 
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Garut 
Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Serita Daerah 
Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 19); 

24. Peraturan Bupati Garut Nomor 1 1 5  Tahun 2019 tentang 
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Garut 
Tahun 2019 Nomor 115);  

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG 

TATA CARA PEMBAGlAN DAN PENETAPAN RINClAN BESARAN 

DANA DESA PADA SETlAP DESA TAHUN ANGGARAN 2019. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata 
Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Besaran Dana Desa pada Setiap Desa Tahun 
Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Norhor 3), diubah sebagai 
berikut: 

1 .  Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 6 

( I )  Rincian Dana Desa berdasarkan alokasi formula yang dihitung dengan 
memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, \uas wilayah 
dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 ayat (1 )  huruf c dihitung dengan bobot sebagai berikut: 

a. l 0% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk Desa; 

b. 50% (lima puluh lima persen) untuk angka kemiskinan Desa; 

c. 15% (lima belas persen) untuk wilayah luas Desa; dan 

d. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis Desa. 

(2) Penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1 )  dilakukan dengan melakukan formula sebagai berikut: 

AF u»» ea = {(0,10 X Z1) + (0,50 X Z2) + (0,15 X Z3) + (0,25 X Z4)} x AF Kab/Kota 

Keterangan: 

AF %etap bes = Alokasi Formula setiap Desa 

Zl 

Z2 

Z3 

Z4 

= rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk 
Desa 

= rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total 
penduduk miskin Desa 

= rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa 

= rasio IKG setiap Desa terhadap total 1KG Desa 

AF ab/Kota = Alokasi Formula 
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(3) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1 )  masing-masing ditunjukan oleh jumlah penduduk 
miskin Desa dan indeks kesulitan geografis Desa. 

(4) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan 
geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf c bersumber 
clari Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga/instansi yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik. 

(5) Tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat ( I I  huruf c 
ditunjukkan dengan indeks kesulitan geografis Desa yang ditentukan oleh 
faktor yang terdiri atas: 

a. ketersediaan prasarana pelayanan dasar; 

b. kondisi infrastruktur; dan 

c. aksesibilitas/transportasi. 

2. Ketentuan Pasal 1 0  diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut: 

BAB IV 

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA 

Pasal 10 

( 1 )  Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan 
pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan 
kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa. 

(2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  mengacu pada 
prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

gar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini 

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut. 

Dltetapkan di Garut 

pada tanggal 16 - 9 - 2 0 1 9  

B U  P  A T  I  G A  R U T ,  

t  t  d  

RUDY GUNAWAN 

Diundangkan di Garut 

pada tanggal 16 - 9 - 2 0 1 9  

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT, 

t t d  

D E N I S U H E R L A N  

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT 
TAHUN 2019 NOMOR 116 
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